SRS
BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN

Menimbang:

KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sebagai upaya
memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk
memperoleh  manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
bahwa dalam rangka harmonisasi antar peraturan
perundang-undangan khususnya terhadap tata cara
pemanfaatan dan penggunaan dana jasa pelayanan
kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah dengan
adanya Program JKN, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Jasa
Pelayanan Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik
Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Jasa Pelayanan Kesehatan

Di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;



Mengingat

—_

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah
yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255;
Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Menetapkan :

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 589);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
857 /Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 22

Tahun 2012 Tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Di Sarana

Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 499) diubah sebagai
berikut :

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 6

Penerima  Pelayanan adalah semua orang yang
memanfaatkan layanan kesehatan di sarana layanan
kesehatan yang terdiri dari:

a. peserta Program Jamkesda;

b. peserta Program PKH;

c. semua orang/badan penerima program kesehatan yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan; dan
d. semua orang/badan yang bukan peserta program

jaminan kesehatan.



2. Pasal 11 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 12

Pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana
Pelayanan Kesehatan terhadap orang dan/atau badan
sesuai pasal 6 huruf d dilakukan langsung kepada
bendahara penerimaan di tempat yang telah disediakan
oleh Sarana Pelayanan Kesehatan.

Pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana
Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat sesuai
Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan

dengan cara klaim.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

(3)

(9)

Pasal 13

Klaim pembayaran atas pelayanan yang diberikan
Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap penerima
pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dan
huruf b, dilakukan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan jaminan kesehatan.
Sarana Pelayanan Kesehatan melakukan pengajuan
klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan penerima
sebagaimana dimaksud ayat (2) tiap bulan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang
dilakukan verifikator Dinas Kesehatan.

Setelah verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyatakan bahwa klaim tersebut layak bayar,
Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan membayar
klaim kepada Sarana Pelayanan Kesehatan pengaju
klaim.

Dalam pelaksanaan verifikasi, verifikator sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan

Perundang-Undangan.



4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 14
Klaim pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana
Pelayanan Kesehatan terhadap penerima pelayanan
dimaksud pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dilakukan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 826



